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ABSTRAK 

 

Salah satu pendapatan terbesar negara bersumber dari pajak yang dibayarkan 
oleh para Wajib Pajak. Pemerintah berupaya membuat dan menetapkan peraturan perpajakan 
secara adil atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun 
Badan. Wajib Pajak harus mengerti terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan mematuhi 
Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Indonesia menerapkan Self Assessment System 
dalam memungut pajak di Indonesia. Dalam hal ini, Wajib Pajak diharapkan menjalankan 
kewajiban perpajakannya secara jujur dan peran pemerintah sebagai pegawas dapat berjalan 
dengan baik. 

Tax Review dilakukan dengan tujuan untuk menghindari sanksi perpajakan 
di kemudian hari. Langkah awal yang dilakukan dalam Tax Review adalah mempersiapkan 
hal – hal yang akan diperiksa. Setelah itu, maka pemeriksaan pun dapat dijalankan dan pada 
akhirnya dapat dibuat laporan hasil pemeriksaan Tax Review. 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis 
dengan cara menjabarkan permasalahan yang ada. Dengan melakukan pengumpulan data 
melalui wawancara dan observasi dapat diperoleh data primer dan data sekunder sehingga 
penulis dapat mengolah data tersebut berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. 

Dari hasil review yang dilakukan penulis, ternyata perusahaan belum 
menjalankan kewajibannya dengan benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal 
ini dibuktikan dengan banyaknya sanksi yang dikenakan kepada perusahaan. Kewajiban 
menghitung, menyetor, dan melapor seharusnya dilakukan oleh setiap Wajib Pajak. 

Penulis mengharapkan agar perusahaan mulai menjalankan kewajiban 
perpajakannya sebagaimana harusnya mulai tahun 2017 agar bisa terhindar dari sanksi 
administrasi maupun sanksi pidana. Dengan mengisi SPT Tahunan 1770, menyetor dan 
melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 merupakan salah satu cara untuk menghindari sanksi 
– sanksi secara perpajakan. 
 

Kata Kunci: Tax Review, Pajak Penghasilan, Sanksi Perpajakan, Kesesuaian dengan Undang-

Undang.
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ABSTRACT 
 

One of the country's largest revenues comes from taxes paid by taxpayers. 
The Government shall endeavor to establish and enforce tax laws fairly on the income 
received by the Taxpayer, either an individual or an entity. The Taxpayer must understand 
the rights and obligations to comply with the applicable Taxation Law. Indonesia 
implemented Self Assessment System in collecting tax. In this case, the taxpayer is expected 
to carry out his taxation obligations honestly and the role of government as a supervisor can 
run well. 

Tax Review is conducted aiming to avoid taxation penalty in the future. The 
first step in the Tax Review is preparation for all things that need to be checked. After 
knowing, then examination can be executed and a report can be made. 

The research method used by the author is analytical descriptive method that 
describe the existing problems. By conducting data collection through interviews and 
observations, primary and secondary data can be obtained so that authors can process the 
data according to the Tax Law. 

From the results of reviews, we can conclude that the company has not 
performed its obligations correctly in accordance with applicable law. This is proven by the 
number of penalties imposed on the company. The obligation to calculate, deposit and report 
should be done by each Taxpayer. 

The author expects the company to start running its tax obligations. It should 
start in 2017 in order to avoid administrative and criminal penalties. By completing the 
Annual SPT 1770, depositing and reporting Article 21 and Article 23 Income Taxes is one 
way to avoid taxantion penalties. 

 
Keywords: Tax Review, Income Tax, Tax Penalties, Law Conformation. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat-

giatnya melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan bagi 

masyarakat. Salah satu contoh pembangunan nasional adalah perkembangan dalam 

aspek ekonomi. Meningkatnya pembangunan dalam bidang ekonomi seharusnya 

menyebabkan peningkatan pendapatan bagi negara. Salah satu pendapatan terbesar 

negara bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh para Wajib Pajak. Namun 

kenyataannya, masih banyak terjadi penghindaran dan penggelapan pajak di 

Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membuat dan menetapkan peraturan 

perpajakan secara adil atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, baik Orang 

Pribadi maupun Badan. Peraturan perpajakan ini diharapkan dapat mengikat segala 

kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai 

peraturan perpajakan yang berlaku. 

Banyaknya bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia, baik dari 

usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar merupakan salah satu bukti nyata 

perkembangan pembangunan dalam bidang ekonomi. Banyak pengusaha, baik 

berbentuk badan ataupun orang pribadi, yang memulai bisnisnya tanpa mematuhi 

aturan perpajakan pada umumnya. Banyaknya pengusaha yang tidak mendaftarkan 

dirinya sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) merupakan bukti nyata banyaknya 

pelanggaran-pelanggaran di bidang perpajakan. Selain itu, faktor lain yang 

mendukung seseorang melanggar aturan perpajakan adalah kurangnya pengetahuan 

tentang perpajakan. Minimnya kesadaran akan kepatuhan perpajakan dan kurangnya 

pengetahuan terhadap perhitungan dan pelaporan perpajakan yang semestinya 

menyebabkan banyak pengusaha yang melewatkan pelaksanaan perpajakan yang 

seharusnya dipatuhi, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. 

Cara pandang terhadap pajak yang berbeda antara pemerintah dengan 

pengusaha menciptakan definisi pajak yang berlainan. Bagi pengusaha, pajak 

merupakan pengurangan jumlah laba bersih yang akan diterimanya sehingga akan 
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menjadi beban jika harus membayar pajak. Sedangkan bagi pemerintah sendiri, 

semakin besar jumlah pajak yang diterima, maka akan semakin besar pula 

pendapatan negara. Banyak perusahaan sewa atas jasa transportasi darat ataupun 

rental kendaraan bermotor yang beroperasi hampir di setiap wilayah tidak 

menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti menghitung, melapor, dan menyetor 

pajak pada umumnya. Untuk pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa akan 

dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang 

Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Transaksi yang terjadi ini juga dapat 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. 

Dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai, 

baik yang dibayarkan secara harian maupun secara bulanan, pengusaha dapat 

menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan 

Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Selain Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak, pengusaha yang bergerak di bidang jasa juga harus dipotong pajak atas 

penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 

Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan bermotor yang akan dikenakan bagi Wajib Pajak 

bersangkutan. Dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Undang-

Undang Perpajakan diharapkan agar bertambahnya jumlah masyarakat yang akan 

berkontribusi langsung dalam peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah untuk 

menyukseskan pembangunan nasional.  

Dengan melihat besarnya kontribusi perusahaan jasa dalam 

penerimaan pajak negara dan kecenderungan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

hampir tidak pernah menghitung, menyetor, dan melapor pajak dengan tepat sesuai 

peraturan yang berlaku, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut 

tentang ”Tax Review atas Pajak Penghasilan untuk Menilai Kesesuaian terhadap 

Peraturan Perpajakan”. Hal ini dilakukan guna melihat sejauh mana seorang Wajib 

Pajak patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan bidang usaha 

yang digelutinya. 
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas 

dan judul yang telah ditetapkan, maka pokok-pokok permasalahan yang akan 

dibahas, diteliti, dipecahkan, dan dijawab adalah: 

1. Apa saja kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Rental X atas pajak 

penghasilan yang diterimanya? 

2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan 

Pasal 29 pada Rental X? 

3. Bagaimana tax review atas perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak 

terhutang atas penghasilan dari usaha sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi? 

4. Apakah Rental X mematuhi kewajiban perpajakannya? (patuh/tidak patuh) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang akan dicapai berdasarkan pokok-pokok 

permasalahan yang telah dirumuskan di atas adalah: 

1. Mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Rental X atas pajak 

penghasilan yang diterimanya. 

2. Mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan 

Pasal 29 pada Rental X.  

3. Memahami perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutang atas 

penghasilan dari usaha sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. 

4. Mengetahui apakah Rental X telah patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban 

perpajakannya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
Penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian berupa skripsi ini 

dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan, terutama tentang 

review pajak atas Pajak Penghasilan pada perusahaan perorangan yang bergerak 

dalam bidang jasa. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis juga dapat 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan maupun referensi lainnya 

ke dalam dunia nyata. 
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2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan kewajiban 

perpajakan di tahun berikutnya agar dapat mematuhi hukum perpajakan yang 

berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai referensi bagi mahasiswa lainnya yang sedang melakukan penelitian 

terkait hal yang sama serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang 

perpajakan, terutama tentang review pajak atas Pajak Penghasilan pada 

perusahaan perorangan yang bergerak dalam bidang jasa. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 
Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar yang diperoleh 

pemerintah dari para Wajib Pajak yang berkewajiban memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang 

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Bagi pengusaha, khususnya yang bergerak dalam bidang jasa, yang 

menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi dan objek pajaknya adalah besarnya 

penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Besarnya tarif pajak yang akan 

dikenakan bagi pengusaha tergantung dari jumlah peredaran bruto yang dimilikinya. 

Bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa, yang memiliki peredaran bruto 

lebih besar sama dengan Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak berarti wajib 

menyelenggarakan pembukuan, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), 

dan memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sedangkan untuk peredaran bruto yang 

tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak maka memiliki kewajiban 

perpajakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Undang-

Undang pajak lainnya yang berlaku di Indonesia. 

Adapun kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan 

oleh pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa yang peredaran brutonya lebih 

besar sama dengan Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak antara lain 
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pelaksanaan pemenuhan kewajiban atas pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 

25, dan Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Adapun 

sistem pemungutan pajak bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa 

menggunakan 2 sistem, yaitu Self Assessment Systems dan With Holding System. 

Menurut Supramono dan Damayanti (2015:8), Self Assessment 

Systems adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib 

Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang termasuk dalam 

Self Assessment Systems adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29. With 

Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Yang termasuk dalam With Holding System adalah pajak penghasilan Pasal 21 dan 

Pasal 23. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 

No. 36 Tahun 2008 terkait dengan pemotongan gaji pegawai, baik pegawai tetap 

maupun pegawai tidak tetap serta Bukan Pegawai. Menurut PER 16/PJ/2016 Tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan 

Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dasar pengenaan dan pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi Pegawai Tetap, 

penerima pensiun berkala, Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara 

bulanan telah melebihi Rp 4.500.000, dan Bukan Pegawai. Selain itu, bagi Pegawai 

Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah apapun sepanjang belum 

melebihi Rp 4.500.000 dalam 1 bulan kalender. 

Menurut Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam Undang-Undang Pajak 

Penghasilan No. 36 Tahun 2008 terkait dengan jasa sewa, perusahaan harus dipotong 

sebesar 2% oleh pelanggan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memotong 

PPh Pasal 23. Tarif sebesar 2% ini dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (dalam hal 

ini, Dasar Pengenaan Pajak berupa harga sewa mobil yang dibayar oleh pelanggan).  

Banyaknya perusahaan jasa hampir di setiap wilayah yang tidak 

menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana harusnya menyebabkan penerimaan 

pajak negara berkurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan para 

Wajib Pajak terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak seharusnya. 
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Oleh karena itu, penulis ingin melakukan review dan menelusuri lebih 

dalam lagi terkait kewajiban perpajakan yang dibayarkan oleh pengusaha, terutama 

yang bergerak dalam bidang jasa ini agar dapat menghindari sanksi-sanksi 

berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di kemudian hari, baik 

sanksi administratif maupun sanksi pidana dan agar penulis dapat memberikan saran-

saran yang membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

sebagaimana mestinya.  
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Telah Sesuai Tidak Sesuai 

Gambar 1.1. 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: diolah penulis. 
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Penghasilan Objek Pajak 

Mencocokan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh 
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